
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 900/Kep. 3 /2025 

TENTANG 

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPADA 
KEPALA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan. Ketentuan huruf A angka 4 dan 
angka 5 huruf b dan huruf c BAB I Larnpiran Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kekuasaan Pengelola Keuangan 
Daerah dapat di limpahkan Kepada Kepala Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah; 

b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan 
daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan keputusan. Bupati tentang 
Pelimpahan Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kepada 
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6959); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2019 Nomor 9); 



7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2024 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan • 
KESATU • . Pelimpahan Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Kepala 

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025. 

KEDUA • • Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Melimpahkan sebagian Kekuasaan Kepada : 

Nama • . Hj. NIRMALA PUTRI, SE 
Pangkat • . Pembina Tingkat I 
Nip • . 19680329 199803 2 001 
Jabatan • . Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah. 
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2025 

KETIGA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum 
Kedua mempunyai tugas : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah; 

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang Perubahan APBD dan rancangan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 
diatur dalam Peraturan Daerah; 

d. melaksanakan fungsi BUD;dan 
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

KEEMPAT Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya 
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang : 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjarnan dan pemberian pinjaman 

atas narna pemerintah daerah; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah; 
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan 

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan., tidak dilakukan melalui RKUD. 



Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya 
Atas diterbitkanya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta 
menyampaikan laporan pelaksanaanya Kepada Bupati Kerinci 
melalui Sekretaris Daerah. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2025. 

Ditetapkan di Siulak 
pada tanggal 4 Jauwaii 

Pj.BUPATI KERINCI,  

2025 

k)  ' 
ASR:1/411  

Tembusan, disampaikan kepada Yth , 
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak. 
2. Para Kepala Badan/ Dinas/dalam Linglcup Pemerintah Kabupaten Kerinci. 
3. Pimpinan Bank Jambi di Kerinci 
4. Pimpinan Bank BRI, BNI Jambi Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh. 
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar). 
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
7. Arsip. 

KELIMA 

KEENAM 
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